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Jangan Ada Lagi ASN
Dipenjara Karena Korupsi

Pemkab Mukomuko
Minta Bantuan BPK RI

MUKOMUKO - Sejumlah kasus korupsi di Kabu-
paten Mukomuko berhasil diungkap Kejari Muko-
muko maupun Polres Mukomuko.

Dari sejumlah kasus itu, sudah puluhan ASN
maupun pensiunan ASN di Kabupaten Mukomuko
harus meringkuk dalam penjara karena terbukti
melakukan korupsi.

Tak ingin jumlah ASN di Kabupaten Mukomuko
terus berkurang karena dipenjara dan dipecat
lantaran korupsi, Pemkab Mukomuko melakukan
kegiatan edukasi terhadap ASN yang ada.

Sehingga ke depan tak ada lagi ASN tersandung
korupsiyang berujung tamat karirnya karena mesti
menjalani pidana penjara dan diperhentikan seb-
agai abdi negara.

Dalam edukasi pengelolaan keuangan ini, Pemkab
Mukomuko meminta bantuan Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu sebagai
pemateri.

“Ini bentuk dari mitigasi yang harus kami lak-
sanakan, dan juga rekomendasi dari BPK RI agar
pejabat di Mukomuko ini terus diedukasi terkait
pemahaman dalam mengelola keuangan negara di
masing-masing OPD,” jelas Inspektur Inspektorat
Daerah (Ipda) Kabupaten Mukomuko, Apriansyah,
ST

Pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana
korupsi lantaran oknum pejabat yang tak paham
dalam pengelolaan keuangan negara maupun yang
memang memiliki “penyakit” korup, terus diden-
gungkan Pemkab Mukomuko.

Menurut Apriansyah, dengan terus berusaha
memperkuat integritas dan kompetensi sumber
daya manusia (SDM) ASN dalam pengelolaan
keuangan daerah, diharapkan kualitas pelaksanaan

pengelolaan anggarannya akan lebih baik.

“Beberapa waktu lalu, Bupati juga sudah men-
ginstruksikan agar seluruh ASN khususnya PA,
KPA, PPTK, termasuk bendahara keuangan dinas
diikutkan Diklat untuk meningkatkan integritas
SDM dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami
di Inspektorat sangat setuju sekali, bahkan kami su-
dah berkoordinasi dengan BPK untuk memberikan
materi,” bebernya.

Selain itu, dengan digelarnya Diklat tersebut
diharapkan nanti seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mukomuko
dapat meningkatkan pelayanan publik.

Mencegah tindak pidana korupsi di semua lini.
Baik di layanan publik, sektor pengadaan barang
dan jasa, maupun pada perencanaan pengang-
garan.

Maka dari itu semua OPD harus berkomitmen
dapat lebih meningkatkan lagi upaya-upaya
memperbaiki pelayanan publik dan pencegahan
terjadinya tindak pidana korupsi.

“Jangan sampai ada celah korupsi di semua lini.
Tidak hanya di pelayanan publik, tapi juga di sektor
pengadaan barang dan jasa. Begitupun di sektor
perencanaan penganggaran dan peningkatan SDM
dan sektor lainnya,” kata Apriansyah.

Ditambahkan Apriansyah, untuk nilai Monitoring
Center Prevention (MCP) atau strategi pencegahan
tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten
Mukomuko, sejuah ini dinilai bagus oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun Kabupaten Mukomuko pada tahun
2023 lalu hanya berhasil mendapatkan nilai 65 poin.

Tentunya hal ini juga menjadi catatan dan perlu
terus ditingkatkan untuk memenuhi target nilai
MCP yang optimal di tahun ini dan tahun-tahun
mendatang.

Dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah,
Apriansyah menjelaskan bahwa Kabupaten Muko-
muko pada tahun 2022 mampu mempertahankan
opini audit tertinggi dari BPK RI perwakilan Provinsi
Bengkulu, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
enam kali berturut-turut.

“Pada tahun 2023, pemerintah daerah juga beru-
paya mempertahankan WTP. Sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (Sakip) Mukomuko
tahun 2023 mendapat nilai B dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan RB),” jelasnya.

Sistem ini merupakan integrasi dari sistem peren-
canaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan
kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem
akuntabilitas keuangan.

Sistem ini merupakan integrasi dari sistem peren-
canaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan
kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem
akuntabilitas keuangan.

Untuk itu, Inspektorat daerah terus memotivasi
OPD untuk terus memperbaiki pertanggungjawa-
ban pelaksanaan APBD dan berkomitmen untuk
mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuan-
gan negara yang transparan dan akuntabel.

“Jika semua berjalan dengan baik tentu penilaian
darilembaga tersebut akan lebih baik lagi, maka dari
itu dibutuhkan komitmen bersama,” ujarnya lagi.

Apriansyah juga menyampaikan apresiasi ter-
hadap kerja sama yang baik dari berbagai pihak di
Kabupaten Mukomuko, sehingga dapat memper-
tahankan opini WTP.

Meski demikian, terdapat catatan dari BPK agar
menindaklanjuti beberapa aspek untuk dibenahi.

Yang utama, kata Apriansyah yaitu menjalankan
SPI atau Sistem Pengawasan Internal.

“Termasuk juga SPIP yaitu Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah untuk memitigasi risiko agar
tidak ada temuan. Tata kelola yang ada di Kabupaten
Mukomuko ini harus benar-benar bersih, patuh,
sesuai prosedur, dan tidak ada hal yang menyim-
pang dari aturan,” sebutnya.

“Mudah-mudahan saja diklat peningkatan SDM
dan integritas bagi ASN bisa dilaksanakan dengan
baik, nantinya,” ucap Apriansyah.(pir)



